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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan   

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan serta 

pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Bangunan Di Kecamatan 

Lembah Gumanti Kabupaten Solok maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti, implementasi kebijakan 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Gumanti telah berjalan 

dengan baik. Hal tersebut dikarnakan adanya sasaran dan tujuan dari 

kebijakan PBG yang telah tercapai. Isi kebijakan, sudah berjalan dengan baik 

hanya saja ditemukannya dualisme kebijakan dimana pelaksana kebijakan 

memakai Perda No.3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang masih 

membahas IMB, namun tidak menganggu proses pelaksanaan kebijakan. 

Sumber daya manusia pada bidang Cipta Karya selaku pelaksana kebijakan 

telah sebanding dengan beban kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kecamatan Gumanti Bidang Cipta Karya. Lingkungan kebijakan, telah 

berjalan dengan baik. Dari beberapa indikator seperti, strategi aktor yang 

terlibat, telah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait PBG 

sehingga bangunan yang berdiri sudah handal dan sesuai standar teknis. 

Kemudian, karakteristik lembaga, perlu adanya koordinasi yang baik antar
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dinas teknis dan dinas pelayanan satu pintu untuk membantu kendala yang 

dihadapi pemohon dalam Input berkas ke sistem SIMBG. 

2. kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Gumanti terdapat 

beberapa yang harus diperhatikan Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Sumber Daya Manusia pada bidang Cipta Karya selaku pelaksana 

kebijakan masih belum mencukupi  dengan beban kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Gumanti Bidang Cipta Karya 

b. Strategi aktor yang terlibat, belum dilakukannya sosialisasi  menyeluruh 

kepada masyarakat terkait PBG untuk memenuhi pembangunan bangunan 

gedung yang handal dan sesuai standar teknis. Kemudian, karakteristik 

lembaga,  

c. Belum terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas teknis dan dinas 

pelayanan satu pintu untuk membantu kendala yang dihadapi pemohon 

dalam input berkas ke sistem SIMBG juga permasalahan tanah adat. 

3. upaya-upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 tahun 

2003 tentang bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok 

yaitu  
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a. Menjalakan sosialisasi lebih rutin 

b. Menjalankan Koordinasi tepat sasaran 

c. Melakukan pendampingan dan monitoring kepada Masyarakat Awam 

 

d. Memastikan terwujudnya kepastian hukum dan sanksi kepada pelanggar 

yang melakukan kecurangan 

B.  Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Bangunan Di 

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok penulis ingin mengemukakan 

beberapa saran yaitu : 

1. Agar sebuah kebijakan bisa berjalan dengan baik dengan mengeluarkan 

Peraturan Daerah terkait PBG, sehingga adanya kejelasan dasar kebijakan 

yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan tidak terjadi tumpang tindih 

kebijakan maka konten Pemerintah Kecamatan Lembah Gumanti harus 

memperhatikan konten kebijakan dengan seksama. 

2. Agar Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kegiatan PBG di Kecamatan 

Gumanti harus dilakukan secara kontiniu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR 

Indonesia dan melaksanakan pelaporan sesuai dengan jenjang hirarki yang 

ada pada Pemerintahan 
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3. Agar Para pelaksana kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di 

Kecamatan Gumanti  melakukan komunikasi dan koordinasi yang rutin dan 

intensif baik antar Instansi Pemerintahan dengan Masyarakat. 
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